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KABUPATEN BELU
dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAER/

BADAN  PERMUSYAW
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Desa adalah desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Wilayah adalah wilayah dusun dalam desa.

Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan
urusan  pemerintahan dan kepq;qﬁ gan
masyarakat setempat alam .
Pemerintahan Negara
Indonesia.
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12-‘:elgijutnya disingkat APB l:}e‘,_lv ] a
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13.Lembaga Kemasyaraka}:ag
disebut dengan nama lain adal
dibentuk oleh masyar.
kebutuhan dan merupaks
Desa dalam memberdas
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Panitia Pengisian ¢



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah
ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap
BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan
fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3
Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan M ’
ini untuk: Wt -
a.mempertegas pernnm:g , lenggaraan
bmendorongBPD mpu

v_‘! JI'T-. b
menyalurknn asyar

c. men
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BAB III
KEANGGOTAAN BPD %
:i'm 71- f.'” ;
Bagian Kesatu

Alokasi Jumlah Anggota BP" s
£ ¥ ff} ;0 't :‘

Pasal 5

’berdasarkan kcten'wJ la iii“ v
. 'dilakukan secara de
pemilihan secara lang
perwakilan.
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b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan
4.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 7
orang; dan

¢. jumlah penduduk 4.001 jiwa atau lebih,
anggota BPD berjumlah 9 orang.

Bagian Kedua
Pengisian Anggota BPD
Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

FINe 1

a. pengisian »'»,-'.-r,v a
b. pengisian berdasarkan keterwakil; )

g o

REEIN % o Phddad b '_,_r_ %

I
-
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ﬂ‘“.;»a:u an ota B
wilayah sebggalmana dunaksud Pﬂdﬂ
N etapkan sccara proporsional

snex pcrhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

anggota BPD yerd
waki perempuan sek
- ddalm Pasal6hur‘-lfb THDTY , 1

ada ayat (1) adalah perempuan
ing memenuhi syarat calon

| tingan perempuan.
§ Pemxhhan unsur wakil
:lbagaunana di

lakukan oleh
memiliki hak p‘hr-'ftm pusn

Pe Bagian Ketiga
mhn m , -
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b. memegang teguh dan  mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta  mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
atau sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara
demokratis;

h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan

i. memenuhi kelengkapan persyaratan
pencalonan anggota BPD AT

(2) Kelengkapan pemy@ﬁﬁﬁé‘? ol

dimaksud pada ayat (1)
a. surat pernyataan berta
Yang Maha Esa yang

ARE

rsangkutandi

5



. dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermeterai cukup; .
. fotokopi akta kelahiran atau  surat f
~ keterangan kenal lahir; :
d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat
~ dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
- dilegalisasi; dan
e, fotokopi kartu tanda penduduk dan su
~ keterangan bertempat tinggal paling kuran

b 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
tetangga/ rukun warga dan ke B

Bagian Keempat b
Mekanisme Pengisian

! 1 lth?ﬂ-t.._ =
s ,‘.'.7

Pasal 10

Dipindai dengan CamScanner



huruf a dilaksanakan oleh Panitia yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang,
terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak
3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling
banyak 8 (delapan) orang dengan
memperhatikan keterwakilan wilayah dan
unsur perempuan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

ketua, merangkap anggota;
wakil Ketua, merangkap anota
sekretaris, merangln.p o)
. bendahara, merangkap an;

€. anggota. '
(4) Penentuan
sebagaimana
thetapkan dengan

poop

el P i®

Dipindai dengan CamScanner




kan pelaksanaan proses pemil
pcxi::?gsungftau musyawarah perwakila;
di I{'gctlap dusun;
me: gusulkan besarnya biaya
e »‘ sian keanggotaan BPD kepada |
n buat berita acara dan me ;
epada masyarakat hasil  peme;
aratan bakal calon anggota BPD; d:

porkan hasil pelaksanaan kepa&
a paling lama 7 (tujuh) hari. A

.‘“: ",!:’41-',

s
KCUc

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Pasal 13
ksanaan pengisian calon
bagalmana dimaksud dalam Pasal
dila an melalui kegiatan g ,w':
pe yanngan baka] calon arn
,L ”belum masa kcanggom S i‘ i b
@) Pelaksanaan  penjaringan

dimaksud pada ayat (1) melahs
a. mengumumkan e
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(1)

(3)

s s
S R TRIR e

wilayah dusun dalam jangka waktu 12 (dua
belas) hari.

Pasal 14

Berdasarkan  pengumuman  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a,
setiap wilayah dusun mengajukan bakal calon
anggota BPD 100 % (seratus persen) tambah
1 (satu) dari jumlah keterwakilan wilayah
dusun yang ditetapkan. |

Dalam hal bakal calon yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memenuhi persyaratan, bakal calon yang
bersangkutan  dinyatakan  gugur
diumumkan kepada masyarakat dt
bersangkutan.
Dalam hal bakal calon se
pada ayat (2) hanya 1 (satt
diusulkan bakal calon de
berikutnya dari
bersangkutan.
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(2)

(1)

pengisian; |
c. menyusun jadwal proses pe
langsung oleh unsur
proses musyawarah perwe
dusun dan jadwal pen:
calon terpilih yang disamp
dusun kepada panitia;

K

panitia ; dan
€. penyampaian
penetapan calon angg
kepala desa untuk
Bupati melalui camat

Kegiatan penyaringan s a
pada ayat (1) dilakukan dal
(tujuh) hari. gt

Dalam hal mekanis
BPD ditetapkan :
langsung sebag“
S ayat (1} SEEN
menyelenggay
anggota BP
mempuny
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(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :

a. tokoh adat;

b. tokoh agama,;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok pengrajin;
h. perwakilan kelompok perempuari;

i. perwakilan kelompok
perhndungan anak; dan

j. perwakilan kclompok
roapai: .
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dgimaksud pada ayat (3) GRS
Peraturan Bupati. l

g

Bagian Ketujuh
Penetapan

R
e

Pasal 17

Calon anggota BPD '
Panitia kepada Kepala D H
(tujuh) hari sejak calon anggo
ditetapkan panitia. e

| Calon anggota BPD
dimaksud pada ayat
Kepala Desa kepada Bug 4
paling lama 7 (tujuh) hari
hasil pemilihan dari Panit

oleh Bupati. 5
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(3)

(4)

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama - sama
dihadapan mayarakat dan dipandu oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah /berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya

~ selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya,

sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
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Pﬂ.ﬂﬂ'
Anggota BPD yang telah
dan janji sebagaimana din
mengikuti pelatihan & |
dilaksanakan oleh Pemer

(3) Dalam hal anj
sebelum  hab
diberhentikan,

dianggap telah
jabatan.



b. bidang.
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap
anggota; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap
anggota.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat S R
dipimpin oleh ketua bidang.
(5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap
sebagai anggota BPD.

|| Pimpinan BPD dan ketua bid
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Rapat pemilihan sebagaimana dimaksuq
ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (¢
terhitung sejak tanggal .
sumpah/janji. Bt:y
Rapat pemilihan pimpinan dan atau
bidang berikutnya karena pi m
ketua bidang berhenti, dipimpin c
atau pimpinan BPD lainnya berd:
kesepakatan pimpinan BPD. Al

Pasal 23

Pimpinan dan ketua bidang &
dimaksud dalam Pasal 22
terpilih, ditetapkan dengan

..l“‘ Keputusan BPD sebagaimana f
- ayat (1) mulai berlaku s ”
pengesahan Camat atas né 1 B

i

(1) Untuk mendukung
kelembagaan BPD ag ,_,,:..
orang tenaga staf da
dengank mnamp :;‘..‘ E’
(2) Ketentuan “
Pengangkamn
sebagalmm
dengan F
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BAB VII
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 25

BPD mempunyai fungsi :

a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 26

(1) BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyara '
menampung aspirasi m
mengelola aspirasi mas;

menyelengge

b
o
i
€.
£
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fi ketentuan peraturan perundang -
stentuan lebih lanjut mengenal &
s dimaksud pada w.

Pasal 27

-
<

mnpdnlun periemuan  des "":1?1
. untuk mmdnpuknn w
R | i
*  Pemerintah Desa mu
‘€. mengajukan rancangan Peral
menjadi kewenangannya,
d. melaksanakan .
Kepala Desa;
€. meminta ket

Pemerintahan Desa

[ menyatakan o
hrmcmuh-
w‘m
Desa, M
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-

Pemerintahan Desa  serta  mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang
baik;

menyusun peraturan tata tertib BPD;

menyampaikan laporan hasil pengawasan yang
bersifat insidentil kepada Bupati melalui
Camat;

menyusun dan menyampaikan usulan rencana
biaya operasional BPD secara tertulis kep&d&
Kepala Desa untuk dialokasikan dalan
Rancangan APB Desa; ololgagss . s
mengelola biaya operasional BPD; f
mengusulkan pem’
Komunikasi Antar Kele

Kepala Desa; dan
melakukan kunﬂ’ 1N
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BAB VIII

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 28

Dipindai dengan CamScanner



(2)

(3)

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d
digunakan dalam musyawarah BPD.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) BPD berhak:

a. memperoleh  pengembangan kapasi
melalui  pendidikan dan pelaﬁhan,,
sosialisasi, pemb:mbmgan teknis, dan




(1)

-‘bﬁadat masyarakat Desa;
. menjaga norma dan etika dlllm

kerja dengan lembaga Petnerhltlh
lembaga desa lainnya; dan

mengawal aspirasi masya
kewibawaan dan kestabilan pe
Pemerintahan Desa m

penyelenggaraan Pemerir

berdasarkan tata kelola
baik.

R
" =
g

Pasal 31

Selain km‘nb‘n
dalam Pasal 30, IPD :
mrn\ramp‘jk‘n 1 m
merupakan hm
BPD dalam } m
Laporan

ayat (1) M
% 5
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(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada
Bupati melalui Camat serta disampaikan
kepada Kepala Desa dan forum musyawarah
Desa secara tertulis dan /atau lisan.

(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud

()

pada ayat (1) disampaikan paling lama 4
(empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Laporan kinerja BPD yang disampaikan
kepada Bupati digunakan oleh Bupati untuk
evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(6) Laporan kinerja BPD yang disa mpa;

forum  musyawarah D%
dimaksud pada ayat (3) m
pertanggungjawaban pels
kepada masyarakat D
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e merangkap jabatan sebagai Kﬁ

keputusan  atau tindakan

dilakukannya, |
menyalahgunakan wewenang;
melanggar sumpah/janji jabata

perangkat Desa;
merangkap sebagai anggota D ewa

Rakyat Republik Indonesia, Dex
Daerah Republik Indonesia, 'D
Rakyat Daerah Provmsi
Perwakilan Rakyat Daerah
jabatan lain yang d1tentukan
perundangan-undangan; "rﬂ

sebagai pelaksana proyek D :
menjadi pengurus partai po s

menjadi anggota d; r
organisasi terlarang. g

BABIX
PEMBERHENTIAN DAN '
SEMENTARA AN

Baglan- 34
Pemberhenﬁm ]

(1) Anggota BPD he  ‘
a. meninggald ; .
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b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebam )
BPD; )

d.tidak melaksanak-hewajibm, 5! ;135 |
e. melanggarlatanganqem
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| Pemberhentian anggota BPD

(3)

j. bertempat tinggal diluar

k. ditetapkan sebagai calon K

Pasal 34

1 Ll

pimpinan BPD
musyawarah BPD kepm
Kepala Desa.

Kepala Desa neninda

pemberhentian anggota m
melalui Camat paling
sejak diterimanya usul g
Cama‘ MeEnNnindakl J-
pemberhentian  BI
paling lama 7 (tujuh) }

usul Pemberhenthn.

_u

'.‘j_z S ;
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(1)

(2)

: Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 35

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh
Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.

Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan
sementara berkedudukan sebagai pimpinan
BPD, diikuti dengan pemberhentlan sebagal

pimpinan BPD. rery srseiredkil it

sebagaxmana
plmpman BPD lain
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(2)

Dalam hal calon anggota BPD mnomor urut
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
anggota BPD, digantikan oleh calon anggota
BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 37




(1)

(2)

(1)

(2)

dilanjutkan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah /janji.

Pasal 38

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD
yang digantikannya.

Masa jabatan sebagaimana chmakaud pada
ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

i NJ nfﬂ ;ﬂ'

._J._ ,.. t_:-;._,hh-p i I_':_;,f-j
Penggantian antamraw ng :
dilaksanakan apabila s
anggota BPD y

(enam) bulan.

pada ayat (1];
masa jabatan a

s




(3) Peraturan tata tertib BPD ,
dimaksud pada ayat (1) paling
memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. fungsi, tugas, hak, kewqp'hm
kewenangan BPD; 7t I_:‘.;-{

c¢. waktu musyawarah BPD; 2 &'{f’f
o 1. pengaturan mengenai i .
musyawarah BPD; e

pembuatan bentaacara nusye
| Ketentuan lebih lanjut
, t&tﬂ tertib BPD Sebagaima :",'.:.'i‘;‘ |

ayat (3) diatur den
1 E-
e Jl# |
HUBUNGAN BPD | ' o

sitp‘ TT.'
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adalah bersi;
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' ' ' bebanan

3) Ketentuan lebih lanjut mengenal Pem.
(3) biaya pada APB Desa sebagaimana dunal'{sud e
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44 g I
(1) Bupati melakukan pembinaan  dan
pengawasaan terhadap pelaksanaan pe .

. L] >
W% b

BPD dalam penyelenggaran ~€mert:
Desa di wilayah daerah. R
(2) Bupati  dapat  mendelegasikan
pembinaan dan pengawasan s
dimaksud pada ayat (1) kepada C

e

Pembinaan dan pengaw
dimaksud dalam Pasal 44

a. memfasilitasi dUk\mgan
b. menyusun Rancangas

c. memberikan bimbin
pEIS.poran d ag‘ i

d. melaks s
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e. memberikan  penghargaan
pimpinan dan anggota BPD.,

Pasal 46

Pembinaan dan

fasilitasi pemben

fasilitasi penetapan
BPD; g

fasilitasi P
kewenangan dax

fasilitasi pemk
kepala Desa;
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pada saat Peraturan |
maka Peraturan LD

Tahun 2006 tentang Per
Permusyawaratan 8
Kabupaten Belu
sebagaimana

Daerah Kabupnm
tentang Perubaha

Kabupaten Bela Nor
Pembentukan B
(Lembaran Dae
Nomor 13 Tambak
dicabut dan dinyat:

"';' [N
ol
L _L\"‘-

oo
g
¢
1
-
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Pasal 50

e
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l.

PENJELASAN e

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG b
BADAN PERMUSYAWAMW ]
ST ..-.7:_“ |
RIRTteats B e |
UMUM 3 mﬂ! ot
Bahwa Peraturan ‘;ﬂ'—is:“‘ ab
Nomor 7 Tahun 2 .H ~tent
Badan Permusyawaratan
telah  diubah
Kabupaten Belu Nomor
Perubahan Atas Pera
Belu  Nomor
Pembentukan Be
perlu ditinjau
sesuai dengan |
2014 tentang I
Nomor 43
Pelaksanaan |
2014 tentar ~'
dengan F 1

110Tahun

Beberapa ha
sesuai kete:

ac & - 5t @
S

I



=

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 '

keterwakilan perempuan;
pengisian anggota BPD dapat _
secara hngmgh:kfew
ang mempunyat PR 3
);;ersyaratan pendidikan minimal s
menengah pertama atau sederajat;
masa jabatan anggota BPD selama ﬁ
keanggotaan paling banyak 3 tig
secara berturut - turut atau
berturut - turut; ;
adanya pengisian BPD antar Ve
pada kelembagaan BPD r
dan bldang. TP - Q
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Huruf f B
Cukup Jelas o P "
Huruf g |
Cukup Jelas Rl
Huruf h =
Cukup Jelas | :
Huruf i

Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

1R

Huruf ¢

Cukup Jelas

bt

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. "

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15 II
Cukup jel
Pasal 16 3
Pasal 17

Cukup .

Dipindai dengan CamScanner




Pasal 22
Cukup jelas. P NG
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30 | -
Pasal 31 .«

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner



pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38 |

Cukup jelas.

Pasal 39 s
Cukup jela
Pasal 40 |
Cukup jel
Pasal 41
Cukup j
Pasal 42

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas. 2

TAMBAHAN LEMBARAN L
BELU NOMOR 128.

Dipindai dengan CamScanner






Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom S5

Kolom 6
Kolom 7

Dipindai dengan CamScanner



1

Dipindai dengan CamScanner



Cara Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

diisi dengan nomor secar
sesuai dengan surat ya
diisi dengan tanggal per
diisi dengan tanggal dﬂﬂ
yang dikirim

diisi dengan hal dan isi
yang dikirim

diisi dengan instansi y
diisi dengan penjelaam :
jika ada

Dipindai dengan CamScanner



KEADAAN KEADAAN
BARANG/BAN TANGGAL PENGHAPUSAN BARANG/BA

GUNAN AWAL NGUNAN

TAHUN AWAL
TAHUN

Dipindai dengan CamScanner




Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

diisi dengan pilihan asal barang/ bangunan

diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
E? diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Dipindai dengan CamScanner




Mengetahui g
Ketua BPD,

Dipindai dengan CamScanner




6. Buku Tamu BFPD

NO | TANGGAL NAMA | JABATAN

Mengetahui e

- o S e e s - ——— - —

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor 1
kedatangan tamu ' “" :‘"J_.‘,.
Kolom 2 diisi dengan tanggg
Kolom 3 diisi dengan : nama
Kolom 4 diisi dengan | :
Kolom 5 diisi dengan
tamu S _"’r‘t S8
Kolom 6 diisi déﬁ’* 1

Kolom 7 diisi deng:

its PR
: 1 ,'1 -
=B —.‘,,'-?‘
; [}
N et
s’
: lii-'-\:- ___?1
T
\;“- 3
T
.l

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner



Meﬂgetahui
Kemua BPD,

y]
3

o -
. ..
Py =

Cara Pengisian :

1
4 =
roi

Kolom 1 diisi T

Kolom 2 diisi hari¢

Kolom 3 -
Kolom 4 diisi deng

1l a

Dipindai dengan CamScanner



— NAMA/PIHAK
PENYAMPAI
NO | HARI/TANGGAL ASPIRI;&
1 2

Mengetahui
Ketua BPD,

Cara Pengisian : ek
Kolom 1  diisi nomor 1

penyampaian a
Kolom 2 diisi dengan

disampaikan
Kolom 3 diis n n

Kolom 4

Kolom 5

Dipindai dengan CamScanner



Cara Pengisian &

LAY

Kolom 1 diisi @
Kolom 2 diisi ;;_: :
Kolom 3 diisi de
Kolom 4 diisi de

Kolom 5 dii

Dipindai dengan CamScanner




11. Buku

No| HARY/TANGGAL | Toip

e
___.];—-/'

Notulen Rapat BPD

MATERI

2

Mengetahui
Ketua BPD,

-

Cara Pengisian :

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

diisi dengan nomor
diisi dengan hari,
tahun rapat dilaksan
diisi dengan materi ra
diisi dengan unsu

rapat : &?
diisi dengan ring
materi rapat.

Dipindai dengan CamScanner



Mengetahui
Ketua BPD’*’, .

Kolom 1  diisi

nomor P

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom §

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner




15. Buku Keputusan Musyawamh,» :
pembangunan Desa A

e POKOK-POKOK [
NO. | HARI/TANGGAL | USULAN KEGIATAN |
el 2 3 i
Mengetahui Tangga}
Ketua BPD,

Cara Pengisian : 3. j'-f?wl |

Kolom 1 diisi secara beru
pelaksanaan
perencanaan g

Kolom 2

Kolom 3

musyaw}'
an desa
Kolom 4 diisi

Dipindai dengan CamScanner
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pembangunan desa

NI W2 dil. v
5. Pelaksanaan pengawasan
desa.

6. Pelaksanaan Evaluasi

III. Penutup
Demikian laporan Kkinerja nﬁi‘
pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemenntam

NIP. 19670621

Dipindai dengan CamScanner



